SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 24/PP.04.2-Kpt/ 1305/KPU-Kab/111/ 2020

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 13
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administerasi Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II huruf B angka 2
poin i Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66 /PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemuktahiran Daftar Pemilih dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang
dirubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-
Kpt/03/KPU/I1I/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I1/2020 Tahun 2020, maka
perlu menugaskan Sekretaris KPU Kabupaten Padang
Pariaman untuk dapat melaksanakan pelantikan PPS
pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang
Pariaman Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
tentang Pemberian Mandat Pelantikan Panitia
Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan
Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Mengingat: ...



Mengingat
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan| Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang l\_&omor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemillhan Umum /Komisi Independen
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubermur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wailkota
dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498).

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 201).

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
yang dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 2 Tahun 2020

tentang ...



Menetapkan
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tentang Perubahan Kedua tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

. Keputusan Komisi Pemillhan Umum Republik

Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020
tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang
diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/I[/2020 tentang
perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemukhtahiran Data Pemilih, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota.

. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2020 tentang Panduan tindak lanjut
pencegahan penularan infeksi Corona Virus Disease
2019 (covid-19) dilingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN MANDAT
PELANTIKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG
PARTAMAN TAHUN 2020.

KESATU...



KESATU

KEDUA

KETIGA

Memberikan Mandat kepada Sekretaris KPU Kabupaten
Padang Pariaman untuk melaksanakan Pelantikan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati
dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 pada
Kecamatan :

1. Padang sago

2. Patamuan

3. 2x 11 Kayu Tanam

4. 2x 11 Enam Lingkung

Sekretaris KPU Kabupaten Padang Pariaman dapat
menandatangi segala bentuk administrasi yang
berhubungan dengan pelaksanaan pelantikan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) terpilih diwilayah yang
telah ditugaskan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA,

ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM




